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MOTTO : 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap” (QS. Al- Insyirah, 6-8) 
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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK   DENGAN   SURAT   TEGURAN 

DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA 

PALEMBANG 

Oleh : 

SHALENDRA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari 

surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada masa pandemi covid 19, 

untuk mengetahui hal tersebut peneliti harus mendapatkan data terlebih dahulu yang 

bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio, analisis yang digunakan 

adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dinilai 

cukup baik untuk menambah penerimaan pajak pada masa pandemi covid 19. 

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak. 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF TAX BILLING WITH A WARNING LETTER AND 

A LETTER OF FORCE ON TAX RECEIVING DURING THE COVID 19 

PANDEMIC AT THE MADYA TAX SERVICE OFFICE, PALEMBANG 

By : 

SHALENDRA 

This study aims to find out how much effect the letter of reprimand and letter of 

coercion have on tax revenues during the COVID-19 pandemic, to find out, the 

researcher must first obtain data from the Palembang Middle Tax Service Office. The 

data analysis method used in this research is the quantitative descriptive analysis 

method. The data analysis technique used is the ratio analysis technique, the analysis 

used is the effectiveness ratio and the contribution ratio. The results of this study 

indicate that tax collection using a letter of reprimand and a letter of compulsion is 

considered good enough to increase tax revenue during the covid 19 pandemic. 

Keywords: Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter, Tax Receipt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Corona atau covid 19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang bisa menular 

dengan sangat cepat disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Virus ini telah 

menyebar ke seluruh dunia sejak pertama kali muncul pada Desember 2019 di China, 

tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei, hal ini menyebabkan pandemi virus corona 2019- 

2020. Pada 30 Januari 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat international (PHEIC), dan 

menyatakan pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 

kasus pertama Covid-19, Penyebaran virus ini sangat cepat, bahkan langsung menyebar 

ke berbagai negara di dunia. Sejauh ini, sudah ada 121 negara yang telah 

mengkonfirmasi bahwa mereka telah terinfeksi virus corona atau covid 19. Penyebaran 

virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia telah berdampak pada 

perekonomian, perdagangan, investasi bahkan pariwisata di seluruh dunia. 

Dampak dari Covid 19 yang telah menyebar keseluruh dunia salah satunya adalah 

menurunnya nilai perdagangan yang dimana secara tidak langsung memiliki kontribusi 

terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengatakan bahwa ekspor migas dan non-migas di Indonesia mengalami penurunan 

dikarenakan China merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar. Selain itu, 

Produksi di China mengalami penurunan dikarenakan virus corona ini, padahal China 
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merupakan salah satu pusat produksi barang di dunia. Di sisi lain Indonesia juga 

memiliki ketergantungan yang tinggi dengan China terutama di sektor bahan baku 

antara lain bahan baku tekstil, bahan baku plastik, komponen elektronik, komputer dan 

furniture. Virus Corona juga memberikan dampak kepada investasi, dikarenakan 

masyarakat akan menjadi berhati-hati di saat membeli barang maupun berinvestasi. 

Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan pasar dimasa pandemi Covid 19 

ini. Realisasi investasi langsung China pada 2019 berada di urutan kedua setelah 

Singapura. 

Disisi lain Indonesia merupakan negara yang melakukan pembangunan 

dikarenakan Indonesia masih merupakan negara yang berkembang. Contohnya 

Indonesia melakukan kegiatan pembangunan nasional yang dimana tujuan dari 

pembangunan ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kehidupan dan 

kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara sejahtera, dan berkeadilan. Hal ini 

dijelaskan dalam APBN (anggaran pembelanjaan negara), dimana sumber 

pembangunan tersebut berasal dari pajak yang merupakan pendapatan terbesar di 

indonesia. Terlihat bahwa penerimaan perpajakan yang terus meningkat di setiap 

tahunnya dan memberikan kontribusi besar bagi perpajakan di indonesia. Untuk 

meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. 

Wajib pajak tidak bisa merasakan dampak langsung dari membayar pajak. Pajak 

juga dapat diartikan sebagai pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh 

negara kepada rakyatnya. Secara umum, selain komponen pembiayaan APBN yang 

meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak, penerimaan negara merupakan sumber 
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utama belanja negara. Ada banyak kendala dalam upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak negara, termasuk rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, maka 

dari itu wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit atau lebih kecil dari 

yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan 

membayarkan pajaknya. Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2018), Faktor internal 

dan faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar pajak. Faktor internal ialah merupakan salah satu faktor wajib pajak 

yang berkaitan dengan karakteristik orang pribadi yang bertanggung jawab untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal merupakan kebalikan 

dari faktor internal, yaitu faktor yang terjadi dari luar diri wajib pajak, seperti 

lingkungan dan situasi di sekitar wajib pajak. Untuk mendapatkan penerimaan pajak 

yang diinginkan, tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan tercapainya 

kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Key Performance Indicator (KPI) merupakan 

target utama yang harus dicapai dan selalu dievaluasi oleh Direktorat Jenderal 

Perpajakan, karena semakin besar kepatuhan Wajib Pajak maka semakin besar pula 

penerimaan pajak yang diterima. Ukuran kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan 

adalah kepatuhan pelaporan/penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) hal tersebut 

akan berpengaruh dengan seberapa banyak surat teguran dan surat paksa yang 

diterbitkan. 

Untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut harus dilaksanakan tindakan 

penagihan yang berkekuatan hukum tetap. Kegiatan penagihan meliputi 

pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat 
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paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang 

yang telah disita menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 

tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. 

Menurut Fatimah & Oktaviani (2019), salah satu alasan rendahnya kepatuhan 

wajib pajak adalah kurangnya kualitas layanan perpajakan yang masih tidak memadai. 

Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia dengan wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar sistem tersebut dapat 

berjalan dengan baik, dalam hal ini pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Pajak 

untuk melaksanakan fungsinya yaitu fungsi pelayanan. 

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pemungutan pajak bukanlah 

suatu pekerjaan yang mudah diperlukannya peran aktif dari petugas perpajakan dan 

juga peran dari wajib pajak itu sendiri itu juga sangat diperlukan. Keinginan wajib 

pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu yang 

menjadi penyebab ketidakmauan masyarakat dalam membayar pajaknya adalah 

karena wajib pajak tidak dapat secara lansgung menikmati manfaat dari pajak yang 

dipungut. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak pernah tau mengetahui dampak 

dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak, serta kurangya edukasi tentang 

perpajakan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sejumlah 

upaya untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar mau melakukan 

pembayaran pajaknya misalnya dilakukannya pendidikan tentang pajak, penyuluhan 
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dan sebagainya tetap saja hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan dalam 

membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Disisi lain peringatan, sanksi, maupun hukuman yang terdapat di dalam Undang- 

undang sudah cukup jelas bagi wajib pajak yang tetap tidak membayar kewajiban 

pajaknya. 

Bila dalam waktu tertentu wajib pajak tetap tidak mau mebayar pajaknya maka 

petugas pajak akan menerbitkan surat penagihan pajak, terdapat dua jenis penagihan 

pajak yaitu pengaihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat 

paksa. Supaya kegiatan penagihan pajak tersebut dapat tercapai, maka diperlukannya 

sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal pajak. 

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat 

paksa, Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang harus memperhatikan prinsip 

efektivitas, yaitu hasil kegiatan pemungutan harus memenuhi tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perpajakan yang 

efektif berkontribusi untuk mencapai perpajakan yang optimal. 

Sebagian WP badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang terkena dampak 

dari covid 19 maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan di Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang diterbitkanlah surat teguran dan surat paksa yang dimana bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Alasan penelitian ini dilakukan untuk 

melihat efektivitas penerimaan pajak badan pada masa pandemi covid 19 di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
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Tabel 1.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2019 s.d 2020 
 
 

Tindakan 

Penagihan 

Tahun Nilai ketetapan Pencairan 

Piutang Pajak 

Jumlah Surat 

Teguran 

Terbit 

(Lembar) 

Surat Teguran 2019 545.472.555.521 22.390.358.480 2.504 

Surat Teguran 2020 354.937.651.925 30.923.458.168 1339 
 

 
 

 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

 

 
 

Tabel 1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Paksa Tahun 2019 s.d 2020 
 

Tindakan 

Penagihan 

Tahun Nilai ketetapan Pencairan 

Piutang Pajak 

Jumlah 

Surat Paksa 

Terbit 

(Lembar) 

Surat Paksa 2019 247.381.792.572 32.926.092.955 2.652 

Surat Paksa 2020 186.944.823.868 40.781.886.253 1.266 
 

 

 
 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari, Suharyono, dan Kesuma 

(2016) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat 

Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan 

menyimpulkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Balikpapan 

terbukti cukup efektif. Sedangkan penelitian oleh Paseleng, Poputra, dan Tangkuman 

(2013) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat 

Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Manado, menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 

pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang 

sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Manado. 

Dikarenakan masih belum optimalnya penerimaan pajak, maka dampaknya 

penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah di kawasan Asia Tenggara, dan 

juga kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran pajak maka dari itu fiskus 

melakukan peringatan pembayaran Pajak, yaitu dengan menerbitkannya Surat Teguran 

Pajak dan apabila dalam waktu yang ditentukan Wajib Pajak tetap tidak mau 

melaporkan pajaknya maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat 
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Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi 

Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

1. Seberapa besar efektivitas penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa pada 

masa Pandemi Covid 19? 

2. Bagaimana kontribusi pembayaran pajak pada masa Pandemi Covid 19? 

 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa 

pada masa Pandemi Covid 19. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pembayaran pajak pada masa 

Pandemi Covid 19. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan 

Pajak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada : 

 

1. Manfaat teoritis 

 

Mahasiswa dalam menambah dan juga menerapkan semua pengetahuan 

perpajakannya yang telah dipelajari sebelumnya sebagai langkah awal untuk 
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meningkatkan pengetahuan tentang dampak penggunaan surat teguran dan 

surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

 
 

2. Manfaat praktis 

 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat praktis kepada : 

 

1. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 

 

2. Peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan dalam hal penagihan pajak 

menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. 
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